
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4751); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ~ 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor r 
5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

a. bahwa dalam rangka efisiensi dan keamanan serta manfaat 
pengelolaan keuangan di desa, perlu mengatur tentang 
sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa serta 
implementasi transaksi non tunai pada pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan 
Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non 
Tonai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa; 

BUPATI KUBU RAYA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 
DAN PEMBAYARAN NON TUNA! PADA PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA 
NO MOR .%J TAHUN 2019 

TENTANG 

BUPATI KUBU RAYA 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya. 
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di 

wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian 
urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bata.s wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan ~ 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/ ata.u hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sis tern ~ 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan r 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PEMBAYARAN NON 
TUNAI PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA. 

Meneta.pkan 

MEMUTUSKAN: 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua ata.s Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Perubahan ata.s Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5695); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita. Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 



7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

8. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai 
unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator 
PPKD. 

9. Kaur Keuangan yang selanjutnya disingkat Kaur Keuangan adalah perangkat 
Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang 
menjalankan tugas Pejabat Pengelola Keuangan Desa. 

10. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah Peraturan 
Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

11. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Perkades adalah Peraturan 
yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. 

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah 
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan Desa. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 

16. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa. 
1 7. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa. 
18. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran 

yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. 
19. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa 

dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa. 
20. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan 
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang 
ditetapkan. 

22. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah 
dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan 
mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran 
pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa. 

23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah 
dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan ~ 
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan 
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa. 'J 

24. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA / _ 
adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang f 
disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan 
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan 
APB Desa dan/ atau Perubahan Penjabaran APB Desa. 

25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan. 



( 1) Pelaksanaan pembayaran non tunai dalam pelaksanaan APB Desa 
dilaksanakan berdasarkan asas: 
a. efisiensi; 
b. keamanan; dan 
c. manfaat. 

Bagian Kesatu 
Pelaksanaan Pembayaran Non Tonai 

Pasal 5 

BAB III 
SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN NON TUNAI 

PELAKSANAAN APB Desa 

(1) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa meliputi: 
a. penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa; 
b. evaluasi Peraturan Desa tentang APB Desa; 
c. penyusunan DPA/DPPA Desa; 
d. penyusunan RAK Desa; 
e. pelaporan APB Desa; dan 
f. pertanggungjawaban APB Desa. 

(2) Rincian sistem dan prosedur keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

BAB II 
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

( 1) Peraturan ten tang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan 
Pembayaran Non Tunai Pada Pelaksanaan APB Desa dimaksudkan sebagai 
acuan bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa dan 
pembayaran non tunai pada pelaksanaan APB Desa. 

(2) Tujuan Peraturan ini untuk memberikan pedoman secara teknis bagi 
pemerintah desa dalam pelaksanaan pembayaran non tunai pada pelaksanaan 
APB Desa. 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. sistem dan Prosedur dalam Pengelolaan APB Desa; dan 
b. sistem dan Prosedur pembayaran secara non tunai pada pelaksanaan APB 

Desa. 

Pasal 2 

26. Pembayaran non tunai adalah transaksi yang menggunakan instrument berupa 
alat pembayaran menggunakan kartu (APMK, Cek, Billiet Giro, Nota Debit 
maupun Uang Elektronik). 

27. Tanda bukti penyetoran adalah tanda bukti transaksi setoran yang dilakukan 
oleh penyetor. 

28. Tanda bukti pembayaran adalah tanda bukti transaksi pembayaran yang 
dilakukan oleh pihak yang membayar. 



(1) Setiap pengeluaran belanja desa wajib dilakukan dengan pembayaran non 
tunai. 

(2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa; 
b. belanja penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa; 
c. jaminan sosial kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
d. tunjangan BPD; 
e. insentif / Operasional RT/ RW; 
f. belanja perjalanan dinas; 
g. pembayaran tenaga kontrak/tenaga honorer; 
h. honor tim pelaksana kegiatan; 
1. honor PjPHP/PPHP; dan 

Pasal 8 

Bagian Ketiga 
Sistem dan Prosedur Pengeluaran Belanja Desa 

(6) Rincian Sistem dan Prosedur Penerimaan sebagaimana dimaksud pad.a ayat (3) 
dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(1) Setiap penerimaan desa yang berjumlah paling sedikit Rp. 250.000 (dua ratus 
lima puluh ribu rupiah) wajib dilakukan dengan pembayaran non tunai. 

(2) Setiap penerimaan desa yang berjumlah kurang dari Rp. 250.000 (dua ratus 
lima puluh ribu rupiah) tidak wajib dilakukan dengan pembayaran non tunai. 

(3) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui bank/ kantor pos langsung ke rekening kas desa. 

(4) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
melalui Kaur Keuangan ke rekening kas desa. 

(5) Bukti penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 
(4) di administrasikan oleh Kaur Keuangan dan dicatat didalam buku kas 
um um. 

Pasal 7 

Bagian Kedua 
Sistem dan Prosedur Penerimaan Desa 

Pembayaran non tunai dalam pelaksanaan APB Desa meliputi seluruh transaksi: 
a. penerimaan desa; dan 
b. pengeluaran belanja desa. 

Pasal 6 

(2) Asas Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berorientasi pada 
minimalisasi penggunaan waktu, tenaga dan biaya. 

(3) Asas Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 
jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam 
pelaksanaan pembayaran non tunai. 

(4) Asas Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan manfaat 
bagi kepentingan desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam 
pelaksanaan pembayaran non tunai. 



(1) Bupati melakukan pembinaan implementasi pembayaran non tunai pada 
Pemerintah Desa. 

(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Bupati 
membentuk tim/kelompok kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi perjanjian 
kerjasama dan/atau nota kesepahaman antara Pemerintah Desa dengan pihak 
perbankan serta tugas lainnya. 

Pasal 11 

BABN 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

(1) Prosedur transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 ayat ( 1) dilakukan dengan cara: 
a. pemindahbukuan dari rekening kas desa ke rekening penerima; 

dan/atau 
b. pengeluaran dengan transaksi elektronik lainnya. 

(2) Transaski pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah sesuai transaksi. 

(3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti 
yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

(4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat pengesahan dari 
Kepala Desa dan pihak yang bertanda tangan bertanggung jawab atas 
kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. 

(5) Rincian Sistem dan Prosedur Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 10 

Setiap orang yang melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(2) wajib memiliki nomor rekening di bank dan menyampaikan nomor rekening 
tersebut kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. 

Pasal 9 

J. pengadaan barang/jasa yang berjumlah paling sedikit Rpl.000.000 
(satu juta rupiah). 

(3) Transaksi pengeluaran belanja desa secara non tunai sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikecualikan untuk: 
a. upah tenaga kerja pada kegiatan swakelola; 
b. pengeluaran belanja transport/uang saku kepada masyarakat; 
c. pengeluaran belanja untuk keperluan tidak terduga; dan 
d. pengadaan barang danjasa yang berjumlah dibawah Rpl.000.000 (satu 

juta rupiah). 

(4) Kaur Keuangan menyimpan bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) serta dicatat dalam buku kas umum. 



2019 
Ditetapkan di Sung · aya 
pada tanggal l'..l A · l 

TI KUBU RAY ·\' 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundang Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupate ubu Raya. 

Pasal 14 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Implementasi pembayaran non tunai dalam pelaksanaan APB Desa dilaksanakan 
secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas perbankan. 

Pasal 13 

BABV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

(1) Pengawasan atas sistem dan prosedur pelaksanaan Peraturan Bupati ini 
dilakukan oleh aparatur pengawas internal Pemerintah Daerah. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi 
dalam kegiatan pengawasan. 

Pasal 12 
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